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Disertasi ini, membahas tentang proses politik dalam perumusan dan distribusi anggaran Otsus-RESPEK
yang diberlakukan Barnabas Suebu-Abraham Atururi sebagai gubernur di kedua provinsi paling Timur
Indonesia. Pembagunan dari kampung/kelurahan ke kota merupakan inti gagasan dari kebijakan politik
anggaran Otsus-RESPEK tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran utuh tentang
kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK sebagai respon terhadap fenomena daerah.

Dalam mengkaji dan menganalisis proses kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK teori utama yang
digunakan adalah teori konflik dan konsensus dari Maswadi Rauf serta konflik anggaran dari Irene Rubbin.
Teori lain juga digunakan sebagai penunjang yaitu teori desentralisasi fiskal dari Mano Bird
danVaillancourt, politik anggaran dari Aeron Wildavky dan Naomi Caiden, elit dari Zusanne Keller, Pareto
dan Organski, kubus kekuasaan dari John Gaventa, pengawasan Pusat-Daerah dari Richard C.Crook dan
James Manor, politik lokal dari Brian Smith, sertateori terakhir yang digunakan adalah politik etnis dari
Clifford Geertz.Metode penelitian bersifat deskriptif analitis dengan perspektif kualitatif dengan wawancara
mendalam (data primer) dan studi kepustakaan (data sekunder). Selain itu untuk menganalisis serta
mendeskripsikan gagasan kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK secara mendalam.

Kesimpulan penelitian; Pertama, relasi kerja yang seimbang antara pemegang anggaran dan masyarakat
tidak singkron; kedua, transparansi anggaran yang sesuai dengan regulasi manajemen kerja dan distribusi
kekuasaan anggaran merupakan penghambat politik lokal di Papua dan Papua Barat.

Temuan penelitian; pertama, kerjasama konstruktif dan berkesinambungan antara Pusat dan Daerah (Papua
dan Papua Barat) belum maksimal terbangun sehingga menyebabkan sikap saling tidak percaya; kedua,
anggaran merupakan sumber power interplay dan konsensus diantara penguasa Pusat dan Daerah saat proses
politik kebijakan dirumuskan; ketiga, primordialisme tidak dapat dihindarkan dalam mengembangkan
pengunaan anggaran Otsus-RESPEK.

Implikasi teori dari penelitian ini mendukung teori konflik dan konsensus dari Maswadi Rauf dan Konflik
dari Irene Rubbin, yang menyatakan bahwa anggaran merupakan sumber perdebatan politik sebagaimana
terlihat dalam kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK . Perdebatan politik tentang anggaran bila tidak
teratasi akan mengancam keutuhan negara. Karena anggaran bukan saja menjadi sumber perdebatan tetapi
juga sebagai sumber perlindungan masyarakat, wilayah, pemerintahan dan pengakuan internasional. Hal ini,
yang tidak diungkapkan oleh Rauf dan Rubbin dalam penelitian disertasi ini.

This dissertation discusses the political processin the budget formulation and distribution of RESPEK
special autonomy (Otsus-RESPEK) which was enacted by Barnabas Suebu-Abraham Atururi as the
governor of Papua and West Papua, two provinces in the easternmost part of Indonesia. The construction


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20434241&lokasi=lokal

from villagesto cities was the core idea of the policies of Otsus-RESPEK's budget politics. The purpose of
this study isto give a depiction of these policies as a response to the region.

In reviewing and analyzing the process of the policies of Otsus-RESPEK's budget politics, several theories
are used. Maswadi Rauf's theory of conflict and consensus, as well as Irene Rubbin's theory of budget
conflict are used as the main theory. The supporting theories are (1) Mano Bird's and Vaillancourt's theory
of fiscal decentralization, (2) Aeron Wildavky's and Naomi Caiden's theory of budget palitics, (3) Zusanne
Keller's, Pareto's and Organski's theory of elite, (4) John Gaventa's theory of power cube, (5) Richard C.
Crook's and James Manor's theory of Central-Local supervision, (5) Brian Smith's theory of local politics,
(6) and Clifford Geertz's theory of ethnical politics. The method of this study is descriptive and analytical
with a qualitative approach. Furthermore, this study uses in-depth interview (primary data) and literary
review (secondary data) to analyze and describe thoroughly the idea of the policies of Otsus-RESPEK's
budget politics.

This study has two conclusions. First, a balanced professional relationship between the budget holders and
the people are not in sync. Second, budget transparency which is congruent to the regulations of work
management and distribution of budget power hinders the local political growth in Papua and West Papua.
There are three principal findingsin this research. First, constructive cooperation and unity between the
Centra and Local (Papua and West Papua) is not yet at its maximum. As aresult, doubt arose between the
two. Second, budget is the source of power interplay and consensus amongst Central and Local authorities
when the policies are being formulated. Third, primordialism cannot be avoided in the development of
Otsus-RESPEK's budget usage.

The theoretical implication supports Maswadi Rauf's theory of conflict and consensus, as well as Irene
Rubbin's theory of conflict which states that budget is the source of political debates. Thisis evident in the
policies of Otsus-RESPEK's budget politics. If apolitical debate on budget is not overcome, it could
threaten the nation's unity. Thisis due to the fact that budget is not only a source of conflict, but also the
source of protection for people, regions, government, and international acknowledgement. These facts are
not revealed by Rauf and Rubbin in this dissertation’s research.



